LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
Nomor 52 Tahun 2021

Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM
1. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor
09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang
yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai
yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau

peraturan perundang-undangan.
2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual

Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:
a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer
pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang
jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
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b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan
dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum

pelaporan keuangan disetujui.

B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya

ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji
untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal

utang atas belanja ATK;

2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya
lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah

atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan;

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related
events)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban
diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan
sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi
pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas
kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas

pemerintah daerah; dan
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4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui
ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu
kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang
kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah,
misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi
kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek
diakui saat proses pembuatan bukti tagihan untuk jenis SPP LS. Bukti
Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan
dengan kategori :

® Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin.
Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui
dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset
Tetap;

® Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50%
berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan
kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap;
dan

® Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan
Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset
sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan
Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap

lainnya dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran
Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang

tersebut akan berkurang (tereleminasi).

C. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam
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pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti
karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran

untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah
berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan
dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing

jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah
menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah
daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan

untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
Contoh :

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah,
jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan

pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan
perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum
dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai

bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum
disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
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Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan

karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka

atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur
berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka

panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar
pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak
perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal

pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas
utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai
pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau
premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah
dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika
sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka
nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh
tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium,
maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh

tempo.

Utang berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo
atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam
bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus
dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh
tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal,
instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut
dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya
memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode

garis lurus.
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D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah

daerah disajikan dalam neraca disisi kewajiban.

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait

dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat

bunga yang berlaku;

4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh

tempo;
S. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
a. pengurangan pinjaman;
b. modifikasi persyaratan utang;
c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode

pelaporan.

6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar

umur utang berdasarkan kreditur.
7. biaya pinjaman:

a. perlakuan biaya pinjaman;
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b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan; dan

c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN
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